
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lernbaran ~egara 
Repubhk Indcnesra Tahun 1983 Nomor 49, Tarnbahan 

l. l!ndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalarn 
Lingkungan Propinsi Ojawa Barat (&--rita Negara Tahun 
1950); 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana 
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu 
menerapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Standar 
Operasional Prosedur tentang Pene:imaan Kas. 
Pengetuaran Kas. Aser 'Tetap dan Persediaan; 

c. bahwa scsuai Pcraturao Meteri Oalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasrs Akmal pada Pemerintah Daerab, 
Kepala Daerah menetapkan Standar Operasional 
Prosedur tentang Penerimaan Kas, PengeJuaran Kas, AM>t 
Terap dan Persediaan; 

) 

b. bahwa berdaserkan PasaJ 6 ayat (3) Peraturan 
Pernerintah Nomor 71 Tahun 20 IO tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan, Standar Opcrasional Prosedur 
Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tetap cl.an 
Persediaan pada Pemerintah Dacrah dsatur dengan 
Peraruran gubemurj'bupatijwalikota yang mcngacu pada 
Pedoman 'Jmum Sistem Akuntansi: 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja ye-merintahan 
daerah yang optimal, diperlukan standee operasional 
prosedur penyelenggaraan ruzas-tugas pcmerintah-an 
daerah; 

Mcnimbang 

BUPATI BEKASI, 

S1'ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENERIMAAN KAS, 
PENGELUARAN KAS. ASET TETAP DAN PERSEDIAAN 

PEMEPJ~;TAH DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

.. 



7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8 Undang-Undarig Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tnnggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun '2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Ur.dang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korvpsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-lJndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3854) sebagaimana telah diubah dengan IJndang-Undang 
Nomor 20 Tahun LOOl tentang Perubahan Atas Undang 
lJndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembcrantasan 
Tindal< Pidana Korupsi (lembaran Negara Rept.:blik 
Indonesia Tohun 2001 No:nor 134, Tambahan Lembaran 
N<gara Republik Indonesia Nomor 4150); 

I 

Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Perarure» Pemerintah Pcngganti Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2003 ientang Perubahan 
Keempat AtaS Undang-Undang Nomor 6 Ta 'run ! 983 
tcntang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaiab:'1 
menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Und2.ng-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lemb:u"..n N~ara 
Republik Indonesia Tahu.n 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom'>r 3686). 
scbagaimana telah diubah dengan IJnda:lg-lJndang 
Nomor 19 2000 tentang Perubahao Atas IJndang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 
2000 Nomor 129, Tambahan Lcmba:an Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

• 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta.hun 2004 tentang 
Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, 
Tan:bahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapakali <i.iubah tcrakhir 
deogan Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tabun 2007 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wdril Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2000 Nomo: 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noroor 4028); 

14. Peraruran Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Hegara 
Republik Indonesia Tabun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia lfomor 3098) 
scbagaimana telah beberapakali diubab terakhir dengao 
Peraruran Pemerintab Nomor 34 Tahu:> 2014 ten tang 
Pcrubahan Keenambelas Atas Peraruran Pemerintab 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraruran Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 108); 

- 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemertrnehan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali tcrakhir dengar. Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahtln 2014 rentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. 

IJndang-Unc!ang Nomor 6 Tahun 2014 centang Desa 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

12. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. 

10. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerab (Lembaran Neg2ra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

9. 

) 



23. Peraruran Pemeriotah Nomor 8 Tahun 2006 t.entang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pcmerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tarobahan Le.mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

21. Peraturan Pcmcrintah Nomor 65 tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pcncrapan Stan<lar Pelayanan 
Minima! (Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Negara Rcpublik Indonesia 
Nemer 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - 

1 

19. P~raturan Pemerintah Nomo; 56 Tahun 2005 tentang 
Sistern Infcrmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negr.ra 
Republik Jndonesia rahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tabun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 21)( 5 tentang 
Sistern lnformasi Keuangan Daerah (u:mbaran negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I l 0, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tdhun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran 
Negara Republix Indonesia Nomor 4575); 

tentang Perubahan Ketiga Acas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kcduclukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daera h [Lembaran .negara Republi.k lr..donesia 
Tahun 2007 Noroor 47 Tamcehan Lembare.n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 200:5 tentang 
Pr.ngelolaan Keuangan Sadan Layanan Umuro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4$ 
Tambahan Lembaran Negara Republiki lndone&a Nomor 
4502). sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
A.tas Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
tndonesia Nomor 5340); 



30. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedomau Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah tentang Tata Tertib Dewan Pcrwalolan 
Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5104); 

31. Peraruran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pungutan 
Pajak Daersh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahs.n 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nore.or 5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (l,embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 48161; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahuo 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor 4972) sebagimana telah diubah dengan Pcramran 
Pernerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351); 

- 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
238/PMICOS/201 ltentang Pedoman Urnum Sistem 
Akuntansi Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 899); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pem:rintahan antare Pem.erinta.h, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republi1< Indonesia 
Tahun 20C7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20l'7 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

24. Peraturan Pemerintah liomor 3 Tahun 2007 tentang 
Penye!enggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepa!a Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dan lnformasi 
laporan Pcnyelenggaraan Pemerintah Dae.rah kepada 
Masyarakat, [Lembaran Negara Repubtik !ndo~a 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 



40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahur. 2006 
rentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebegaanana 
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Persturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri 
Ncmor 13 Tahuo 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

39. Peracuran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tcntang 
Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Ncga."n 
Republik Indonesia Nomor 5299); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerab 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 3 l, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488); 

Peraturan Pcmenntah Nomor 54 Tabun 2010 ten tang 
ten tang Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapakali diubab, terakhir dengan Pcraturan Presi<len 
Nomor 4 Tahun 2 J 15 ten tang Pcrubahan Keempat AtM 
Peraturan Presiden No:nor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo,· 5655); 

37. 

Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tabun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2Gl4 Nomor 123, Tambaban Lcmbaran Nega.-a 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

36. 

Peraturan Pcmerintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Penge!olaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

35. 

34. 

Peraruran Pemcr:intah Nomor 30 Tahun 2011 tcn~g 
Piniaman Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4370); 

Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun '2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

33. 

Peraruran Pemerintab Nomor 71 Tabun 2010 tentang 
Stander Akuntansi Pemerintahan (Lembara.n Ncgru-a 
Rcpub!ik Indonesia Tahun 2010 Nomor i23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoc 5165); 

32 

- 



49. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor J Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor I); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2008 eentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemcrintah Kabupaten Bekasi; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2014 
ten tang Pcdornan Tata Cara Pen~itungan, 
Penganggaraan dalam APBD, dan Tertib A«minisrrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan LaPoran 
Pertanggungjawaban Pcnggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1744); 

- 

46. Peraturan Mc:nteri Dala.rn Negeri Nomor 64 Tabun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntausi Pemerintah 
8erbasis Akrual pada Pemerintah Daerab (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

47. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Arigga,an 2015; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
teruang Pedoman Pengelolaar; Invesrasi Pemerintah 
Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah d.an Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be!anja 
Daerah sebagaimana telah diubah dcngan Peraruran 
Menteri Dalain Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Aras Peraturan Menteri Dalam Nege:'i Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembcrian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

43. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 55 Tal1un 2009 
tentang Tata Cara Penatausabaan dan Pcnyusuna.n 
La po ran Pertanggungjav,-aban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 

42. F'eraturan Me.nreri Dala.m Negcri Nomor 21 Tabun 2007 
tentang Pcngetompokan Kcmampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Operaslonal Penunjang Pirnpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengcmbalian 
Tunjangan Komunikasi losentif dan Dana Operasional; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 



Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada Pcmerintah Kabupaten 
Bekasi selaku pengguna barang; 

Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyclenggara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bekasi; 
Bupati adalah Bupati Bckasi; 2. 

3. 

Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. 

Pasal I 

SABI 
KETENTUA."'f uMl1lll 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANC STANOAR OPERASIONAL 
PROSEDUR TEJ\l"fANC PENERIMMJII KAS, PENCELUARAN 
KAS, ASET TETAP DAN PERSEDIMN DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASL 
' 

56. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2014 tentaog 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bekasi Nemer 98 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 20\4 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerlntab Daerah J(abuparen Bekasi; 

55. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2013 ten.tang 
Kcbijakiui Akuntansi Pcmerintah Daerah Kabupatco 
Bekasi sebagaimana te!ah diubah deogan Peraruran 
Bupati Bekasi Nomor 62 Tahur. :.:> 14 ten tang Perubahan 
atas Pcraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bekasi; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Daerab (Lernoarsn Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 5); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupatcn 
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 
Nornor 8); 

S 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Ta.bun 
2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2010 Nomor 3); 

52. Pcraturan Daerah Kabupaten Bckasi Nomor I Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Noroor I); 

Menetapkan 



14. Persediaan adalah aset lancar dalam bcntuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan 
operasionai pemerintah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual atau discrahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat; • 

l3. Nilai minimum kapitalisasi (capitalization treshold) ada.lah 
nilai pcngeluaran batas minimum untuk perolehan aset tetap 
atau aset lainnya, 

11. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas oilai suaru 
aset tetap yang dapat disusurkan (Depreciable AsetsJ selama 
nrasa manfaat aset tetap yang bersangkutan; 

12. Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua 
pengeluara.n untuk memperolch aset tetap hingga siap pakal, 
untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau 
mcmperpanjang umur teknisnya dalam rangka mcnambah 
niiai-nilai aset tersebut; 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

Harang Mlhk Daerah adalah semua barang yanl< dabdi atau 
diperoleh ataJ beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau perolehan lainnya yang sah; 
Proscdur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian 
proses mulai Cari pencatatan, peo.R,ikbitisara.n. sampai. denzan 
pelaporan keuangan yangberkaitan ..;eD.Aan peneritna&.n kas 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ,Yan': 
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikas, 
kornputer; 
Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian 
proses, baik macual maupun terkornputcrisasi, mulai dari 
pcncatatan, pcnggoloc,gan dan oerinzkasan transa:ik:!i atau 
ktjadian keuangan, hingga pelaporan kcuangan da!JJU rangka 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan 
dengan peugelua ra.n kas pada SKPD da.n/ atau SKPKD; 
Ase, Tetap adalah aset berwujud yang mernpunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan u.ntuk digu.nakan 
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 
rnasyarakat umum: 
Biaya peroleban adalah jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan unruk 
memperolch suaru aset pada saat peroleha.n atau konstruksi 
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang 
siap unruk dipergunakan; 

Masa manfaat adalah: 
a Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas 

pemerintahan dan / a tau pelayanan publik; a tau 
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan 

diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 
pemerirnahan publik. 

Nilai sisa adalah jumlah ncto yang diharapkan dapat diperoleh 
pada akhir masa manfaat suatu aset setetah dilrurangi 
taksiran biaya pelepasa.n; 

5. 

- 



(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Ini adalah dalam rangka 
tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan 
Penerimaar, Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tctap dan Persediaan 
di lingkungan Pemerinta.b Daerah Kabupaten Bekesi. 

O) Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur {SOPI 
Pencrimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tetap dan Persediaan 
di lingkungau Pemerintah Daerah Y.abupaten Bekasi adalah 
untuk memberikan petunjuk teknis kcpada Sl{PD yang terkair 
dalam pelaksanaan penatausahaan pengclolaao keuangan 
Pemerintah Daerah. 

- 
Pual2 

BAB JI 
MAKSUD DAN TUJUAl'I 

22. Rencana Kc:rja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah Rencana Kc:rja dan Anggaron pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, ,nventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

15. Pl!ngelola Ba.rang Milik Daerah 
berwenang dan benanggungjawab 
pengetolaen barang milik daerah; 

!6. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemc:gang 
kewenangan penggunaan barang milik daetah; 

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang setanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesual dengan bidang tugasnya; 

,8. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tuga• untuk 
mene:ima, menyimpan dan mengcluarkan oarang; 

19. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada 
disetiap SKPD I unit kerja; 

20. Tim Stok Opnamc Fisik Persediaan ac'"1ah tim yang dlangkat 
berdasarkan surat keputusan kepala SKPD yang 
beranggotakan pegawai negc:ri pada unit kerja SKPO yang 
bertugas melaksanakan pemeriksaan fisik persediaan 
ditemp&.t penyimpanan persediaan; 

2 l , Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutu.ban 
barang daerah; 

adalah P-eJabat yang 
melakulcan koorclinasi 



(l) Proscdur_ akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi 
serangkaian proses mulai dari pencatatan,pengikhtlsaran, 
sampar dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 
penenmaan kas dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yaJ\g dapat dilakukan secant manual atau 
menggunakan aplikasi komputer. 

(3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilengkapi dengan: 
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP·Daerah); dan/atau 
b. SKR; dan/atau 
c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

PaaaJ s 

- 

(2) Bukti rransaksi yang d.igunakan dalam proscdur akuntansi 
penerimaan kas sebagaimana d.imaksud pada ayat (I) 
mencakup; 
a. bukti transfer; 
b. nota kredit bank; dan 
c. Surat perintah pemiodahbukuan. 

(I, Prosedur akuntansi pcnerimaan kas pada SKPD meliputi 
serangkalan proses mulai dari pencatatan.peagikhtisaran, 
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dcngan 
penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang dapat dilalcukan sear-a manual 
ataumenggunakan apfika.c;i computer. 

Pua! 4 

Bagian Kesatu 
Peuerimaan Kas pada SKPD dan SKPKD 

BABIV 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini adalah : 
a. Bendahara Umum Daerah; 
b. Uang Daerah; 
c. Rekentng Milik Bendahara Umum Daerah; 
d. Bunga dan/ a tau jasa Giro; 
e. Pencrimaan Pernerinrah Daerah; 
f. Uang Persediaan Saruan Kerja Perangkat Daer-ah: 
g. Proses Pengeluaran dan Belanja; 
h. Pertanggungiawaban dan Pelaporan Uang Dacrah. 

Pual3 

BAB ID 
RUANO LlliGKUr 



• 

(1) Prosedur aku.ntansi pengeluaran kas pada SKPKO meliputi 
serangkaian proses mulai dari pencatatan,pengikhtisaran, 
sampai dcngan pelapcran keuangan yang berkaitan dengan 
pengeluaran kas da.am rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer. 

Paaal 7 

(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. sub prosedur akuntansi pengetuaran kas-langsuog; dan 
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang 

persediaan/ganti uang persemaan/tambah.an uang 
persediaan. 

(3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur airuntansi 
pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayar (I) 
mencakup: 
a. SP2D; atau 
b. nota debet bank; atau 
c. 'bukti transaksi pengc!uaran kas lainnya. 

(4} Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 
dilengkapi dengan: 
a. SPM: danj atau 
b. SPD, danj atau 
c. kuitansi pernbayaran dan bukti tanda terima barang/jasa 

- 

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD me!iputi 
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, 
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 
pengeluaran kas dalam rangka pertanggur-giawaban 
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer. 

Pasal 6 

Bagi3n Kedua 
Pengeluaran Kas pada SKPD clan SKPKD 

(31 Buk:i transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat Ill 
dilengkapi dengao: 
a. surat tanda setoran (STS); 
b. surar ketetapan pajak daerah (SKP·Daerah); 
c. surat ketetapan retribusi (SKR); 
d. laporan penerirnaan kas dari bendahara penerimaan; dan 
c, bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

f2} Buku transaksa yang digunakan dala m p-rosedur a.kunt.a."'lsi 
peaenmaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 ayat 
(2) mencakup: 
a bukt: transfer: 
b. nota kredit bank; dan 
c. Surat perintah pemindabbukuan. 



(2) ,Jenis-jenis persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, 
meliputi: 
1. Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas 

penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, :nisalnya 
ATK, kertas, bahau cetak, suku cadang dan lain-lain. 

2. Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat 
digunakan berulang kali, misa!nya box file, komponen 
peralatan dan lain-lain. 

3. Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai 
yang masih dapat digunakan misalnys pipa air, pipa besi 
dan lain-lain. 

4. Persediaan untuk dijual, misalnya Aspal dalam Drum 
Obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit bcnih ikan d~ 
lain-lain. ' 

( I J Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud 
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan 
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/dioerahkan 
dalam rangka pelayanan masyara.lcat. 

Pasal 8 

Bagian Kesatu 
Penediaan 

BABV 
PERSEDIAAN 

t3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
dilcngkapi dengan: 
a. surat penyediaan dana (SPD); 
b. surat perint.ah mernbayar (SPM); 
c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan 
d. kuitansi pcmbayaran dan bukti tanda terima batang/jasa. 

f4) Buku yang digunakan uotuk mencatat transaksi dalam 
prosedur akuntansi pengeluaran kas sebaga.i.mana dimaksud 
dalarn aya t ( l) rnencakup: 
a. buku jumat pengeluaran kas; 
b. buku besar; dan 
c. buku bcsar pembantu. 

f21 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur alruntansi 
pengeluaran kas eebagaimana dimaksud dal.am ayat (1) 
rnencakup. 
a. Surat perintah pencairan dana (SP2D); atau 
b. No,2 debet bank. 



(I) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Asct Lancar. 

(2) Hal-hal y,mg perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan; 
a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan rnasyarakat, barang atau 

Pual 11 

BAB VI 
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

(2) Persediaan disajikan sebesar: 
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembc!ian. Biaya 

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya penanganan dao biaya Jainnya yang 
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 
persediaan. Potongan harga, eabat, dan binnya yang 
serupa mengurangi biaya perolehan. 

b. Harga pokok produksi apabi!a diperoleb dengan 
memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan 
meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan 
yang diproduksi dan biaya tidak Jangsung yang 
dialokasikan secara sistematis. 

c. Nilaiwajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi. Harga I n:Jai wajar pcrsediaan rneliputi oiJai tukar 
aset atau pcnyelesaian kewajiban anra pibak yang 
rnemahami dan berkeinginan melakuk:an transaksi wajar 
( arm length transaction). 

- 

U) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, 
maka pengukuran persediaan pada saat periode pcnyusunan 
laporan keuangan dilakukan berdasarkan basil inventarisasi 
denga n menggunakan harga perolehan terakhir / barga pokok 
produksi terakhirj nilai wajar. 

PasaJ 10 

Bagian Ketiga 
Penguku.ran Penediaan 

i2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, 
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

(!) Persediaan diakui pada saar : 
a. potensi manfaat ekonomi .r-~~ . ~epan _diperoleh 

pernerintah daerah dan mempunya, n.ilai atau biaya yang 
dapar diukur dcngan andal, 

e. diterima atau bak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

Pual9 

BaglanKectaa 
Pengakuan Persediaan 



(~) Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
a} Berwujud; 
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
cJ Biaya perolehan aset dapat diukur sccara andal; 
d) Tidak dimaksudkan untUk dijual dalam operasi normal 

entitas; d-an 
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan, 
D Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran 

untuk pembelian bara.ng tersebut meruenuh.i batasan 
minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, 

- Aset tetap diakui pada saat manfaat ckonomi masa depan 
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur deogan handal. 
Untuk dapar diakui sebagai aset tetap harus memenuhi 2 
(dua] hal, yaitu kriteria dan nilai minimum kapitalisasi, 

(lj) 

Pual 13 

Baglan Kedua 
Pengakuan A.set Tetap 

{2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 
dan fungsinya daJam. aktivita.s operasi entitas 
akunta.-.si/ pclaporan. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai 
berikut: 
a) Tanah; 
b} Peralatan can mesin; 
c) Gedung dan bangunan; 
d) Jalan, irigasi, dan jaringan; 
e) Aset tctap lainnya; dan 
:J Konstruksi dalam pcngerjaan. 

(l) Aset terap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (duabelas) '-·,Ian unruk digunakan 
dalrun kegiatan pemerintah dacrah atau dimanfaatkan oleh 
rnasyarakat umum. 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Aaet Tetap 

BABVll 
ASET 

pertengl<apan yang d!gunakan dalam proses produksi, 
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat, dan barang yang masih daliuu proses 
produksi yang dimaksudkan unruk dijuAJ atau diserahkan 
kcpada rnasyarakat; dan 

b. jcnis, jurnlah, dan nila.i persediaan dalam kondisi rusa.k 
atau usang. 



(41 Biaya perolehan aset retap yang dibangun dengan earn 
swakelola melipuu biaya langsung unruk tenaga kerja, bahan 
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biayn perencanaan 
dan pengawasan, perleng)<apan, tenaga listrik, sewa 
peralatan, dan semua bieya lainnya yang terjadi berkenaan 
dengan pembangunan aser tersebut, 

(5) Barang berwujud yang mcmenuhi kualifikasi untuk diakui 
sebagai suaru aset ciao dikelompokan sebagai aset tetap, pada 
awalnya harus diukur bcrdasarkan biaya perolehan. 

(61 Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset 
tersebut adalah sebesar nilai wajar pads saat aset tersebut 
dipero!eh. 

- 

(2) Ase; tetap dinilai dcngan biaya perolchan. Apabila penilaian 
aset tetap c.lengan menggunakan biaya perolehan tidak 
rnemungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 
wajar pada saat pero!chan. 

(3) Suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun scndiri, pengu!ruran 
yang dapat diandalkan atas biaya dapat dipcroleh dari 
transsksl pihak eksternal dengaa entitas tersebut untuk 
pcrolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang 
digunakan dalam proses konstruksi. 

( 1) Asel tetap diakui pada saat m.anfaat ekonomi masa depan 
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan bandal. 
Untuk dapat diaku.i scbagai aset tetap hams memenuhi 2 
(dua) hal, yairu kriteria dan nilai minimum kapitalisasi. 

Bagi.an Ketiga 
Pengnlnmui Aaet 'l'etap 

Pasal 14 

(SJ Saat pengakuan aset cetap akan dapat diandalkan apabila 
terdapar bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak 
kepemilikan dan/atau penguasaan secara buku.m_. mjsaJnya 
sertifikat tanah dan bukti kepernilikan kcndaraan bermotor. 
Apabila pcrolehan acet tetap belum didukung dengan bukti 
secara hukurn dikarenakan masih adanya suatu proses 
adminisrrasi yang diharuskan, seperti pembclian tanah yang 
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan scrti!ikat 
kepemilikannya di instansi berweoang, maka aset tetap 
tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tcrsebut telah bcrpindah, 
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas 
scrtifikat tanah atas nama pemilik scbelumnya. 

(4) Pcngakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima 
atau diserahkan hak kepemilikanny~ d.a.n acau pada eaat 
penguasaannya berpindah. 

(3) Tuiuan utama dari perolehan aset tetap a<!alah untuk 
digunai<an oleh pemerintah dalaJn mendukung kcgiatan 
operasionalnya dan bukan dimaksucL--, untuk dijual. 



(·2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan ; 
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap· 
bl KcbiJakan akuntansi untuk kapitalisasi vam/. berkaitan 

dcngan aset tetap~ - 
c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

(3) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kemba!i, 
maka hal-hal benkut harus diungkapkan : 

(1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing 
masing jenis aset tetap sebagai berikut : 
a) Dasar penilaian yang digunalcan untuk menentukan r.ilai 

tercatat (carryng arnmount); 
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada a":al dan s.khir periode 

yang meounjukan ; 
• Penambahan; 
• Pelepasan; 
• Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

• • M utasi aset tetap lainnya. 
c) Informasi penyusutan rneliputi : 

• Nil.ai penyusutan; 
• Y.etodc penyusutan yang digunakan; 
• Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
• Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusut.an pada 

awal dan akhir periode, 

- 

Pua! 16 

BABIX 
PENGUNGKAPAN ABET TETAP 

Biaya perolchan suaru aset tetap terdiri dari barga betinya atau 
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapar 
cliatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebur ke 
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja ur.tuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

Pasal 15 

BABVllI 
KOMPONEN BIAYA 

17) Aset temp yang diperoleh dari ,;umbangan (donasiJ harus 
clicatat sebesar rulai wajar pada saat peroleban. 

181 Apabila perclehan aset terap memenuhi kriteria peroleban aset 
donasi, maka. perolehan tersebut diakui sebaga.i pe:ndapat.an 
operasional. 

(9) Untuk keperluan penyusunan nemca awal suaro entitas, 
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah rulai wajar 
pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk pcriode 
selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset 
recap baru, suatu entitas menggunakan bi.aye _perolehe.n atau 
harga wejar bila biaya peroleban tidal< ada. 



(6) Perhitungan mctodc garis lurus dilakukan dengan 
menggunakan formula sebagaimana tercanrum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
kebijakan ini, 

(7) Penentuan masa manfaat untuk setiap aset tetap dilakukan 
dengan berpedoman pada Tabet Masa Manfaat sebagaimana 
terlarnpir. 

- 

(5) Perhitungan penyusutan dilalcukan pada tahun barang 
tersebut diperoleh. 

(4) Metode penyusutan yang digunakan adalah Mctode Garis 
Lurus [Straight Line Method) tanpa nilai residu. 

(3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 
beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan 
Ase; Tetap sebagai pengurang nilai eset tcta.p dan diakw 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan 
beban penyusutan dalam laporan operasional. 

(2) Pcnyusutan adalah alok.&si yang sistematis atas nilai suatu 
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets] selama 
masa manfaat aset yang bersangkutan. 

(1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aser tetap 
tersebut dikunmgi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi 
kondisi yang memungkinkan pcnilaian kembali, maka aset 
tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing 
masing akun aset tetap dan alrun ekuitas. 
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BABX 
PEN\'USOTAN ASET TETAP 

a, Dasar peraruran unruk menilai kembali aset tetap; 
b} Tanggal efcktif penilaian kembaJi; 
c) -Jika ada, nama !)eOilai tndependen; 
di Hakika; setiap petunjuk yang digunakru) untuk 

menentukan biaya pengganti; 
e) Nilai tercatat setiap jenis aset terap. 



- 

II f . E~ HASANAH YASIN 

~ r" -iBUPATI BEKASI~ 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 1et n~se:.:i~= ~"11; 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Pcraturan Bupati ini dengan penempata.-:-;.-, dalrun Serita Daerah 
Ka bu paten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlalru pada tanggal diur.dangkan. 
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BAB XI 
KETENTUAN PEIIUTUP 


